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ABSTRAK

Pengisian Kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2013-2018.
Dimana pada waktu perjalanan Wakil Bupati Kabupaten Kudus H. Abdul Hamid
Meninggal Dunia pada Tanggal 16 Januari 2015 yang membuat kursi Wakil Bupati
periode 2013-2018 kosong. Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah
Di Kabupaten Kudus, tidak terlepas dari alasan bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah
tersebut tidak bersifat imperative karena dalam Undang – Undang Dasar NKRI 1945
tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan seorang Wakil Kepala Daerah.
Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah
dalam menjalankan roda pemerintahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah apakah pengisian jabatan wakil kepala daerah Kab Kudus sudah
sesuai undang-undang dan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil bupati Kudus
yang merujuk pada Pasal 89 Undang-undang No 23 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan
(field research). Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan
dan Studi lapangan. Studi kepustakaan dengan menganalisa dari pasal-pasal dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada.
Sedangkan Studi lapangandengan cara wawancara langsung ke Pemerintah dan DPRD
Kabupaten Kudus untuk mendapatkan jawaban atas kekosongan Wakil Bupati. Sifat
penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada
dalam masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pokok masalah yang
ditentukan Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu
berdasarkan Undang-undang dan fakta-fakta dilapangan.

Hasil Penelitian dari pokok masalah diatas menunjukan bahwa Wakil Bupati
sangat penting mengingat wakil bupati merupakan wakil dari pucuk pimpinan Kepala
Daerah guna membantu dalam menjalankan Tugas Pemerintahan. Namun Pengisian
Wakil Bupati Kudus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahdan Pasal 131 Peraturan Pemerintah No.49
tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika
terjadi kekosongan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah mengajukan 2 (dua) nama
untuk disahkan ke rapat paripurna DPRD, dengan jangka waktu 60 hari sejak terjadinya
kekosongan. Namun dalam hal ini pemerintah mengabaikan ketentuan waktu 60 hari
untuk mengajukan nama pengganti wakil kepala daerah kepada DPRD Kabupaten Kudus
yang akan disahkan rapat Paripurna DPRD. Hingga saat ini masih terjadi Kekosongan
Wakil Bupati Kabupaten Kudus, dikarenakan 8 (delapan) Partai Politik (PDIP, PPP,
Gerinda, PPPI, Partai Pelopor, PAN dan PKS) Pengusung pada Pemilukada 2013 tidak
ada yang mengajukan nama Calon Wakil Bupati, untuk menjadi Wakil Bupati Kabupaten
Kudus

Kata Kunci :Kekosongan, Urgensi, Pengisian Wakil Kepala Daerah











vii

MOTTO

Bermanfaat untuk sesama berguna bagi nusa
dan bangsa. Mengabdi untuk Indonesia

Hidup Menghidupi Satu sama Lain
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara menganut sistem demokrasi.1 Dalam sistem

demokrasi, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah dan tujuan

negara2 mengingat kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah

bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat.3

Dianutnya paham demokrasi, kedaulatan rakyat, negara hukum dan hak

asasi manusia secara tegas dalam UUD Tahun 1945 membawa angin segar bagi

kehidupan kebangsaan Indonesia. Pertama-tama demokrasi merupakan

mekanisme pemerintahan, dimana aktualisasi pemerintahan itu berasal dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat.4 Munculnya pemerintahan demokratis dapat

dimaknai sebagai upaya memperbaiki mekanisme pemerintahan yang

sebelummnya diwarnai dengan praktik-praktik pelanggaran hak-hak rakyat,

mendahulukan kepentingan sebagian kecil orang, menempatkan kepentingan

pribadi sebagai titik tolak pelaksanaan pemerintahan dan tindakan-tindakan

1 Dengan menganut sistem demokrasi yang dianggap ideal untuk diterapkan di negara
modern. Lihat Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, cet. Ke-6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2011), hlm. 241.

2 Meriam Budiarjo, Masalah Kenegaraan, cet. Ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm.
32.

3 Ibid., hlm. 162.

4Jimly Ashiddiqie, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi,
Makalah, hlm. 6. Tulisan ini disarikan sebagian dari materi buku Jimly Asshiddiqie, Green
Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945, (Jakarta: Rajagrafindo/Rajawali Pers, 2009).
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lainnya.5 Secara filosofis demokrasi hendaknya dibangun secara partisipatoris

(participatory democracy) dengan kebebasan sebagai nilai utamanya.6sehingga

pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya

dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945,

dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

PerWakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil

Presiden. Salah satu perubahan penting dalam konstitusi adalah pengaturan

mengenai pemerintah Daerah. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, pemerintah

Daerah hanya diatur dalam satu Pasal yang bersifat umum, pasca perubahan

pengaturannya menjadi lebih rinci.7 Salah satu rincian pengaturan tersebut terkait

pengisian jabatan Kepala Daerah.8 Pengaturan mekanisme pengisian jabatan

pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi pasca amandemen

menunjukkan bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah dalam lingkup

pemerintahan Daerah menjadi bagian penting dalam demokratisasi di Indonesia.

Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih Wakil rakyat

dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis,

kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

5Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, (Bandung: Eresco, 1987),
hlm. 6.

6 Sigmun Neuman, Ajaran-ajaran Demokrasi: Perubahan-perubahan Masyarakat dan
Pengaruhnya Terhadap Negara dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, (Jakarta:
Gramedia, 1985), hlm. 135.

7 Lihat dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan dan Pasal UUD 1945 setelah
perubahan. Hasil amandemen kedua UUD 1945 menghasilkan rumusan Pasal 18 UUD 1945 yang
baru berisi berisi 3 Pasal dan 11 ayat dibawah BAB Pemerintahan Daerah. Sebelumnya perubahan
Pasal 18 hanya terdiri dari 1 ayat dan penjelasan.

8 Lihat dalam BAB VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) yang
berbunyi: “Gubenur, Walikota masing-masing sebagai Kepala daerah pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
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sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 . Jika dicermati

Pasal 1 ayat (2)9 terlihat bahwa kita menganut faham demokrasi konstitusional

yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-

undang dasar 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki rakyat tersebut,

maka sampai saat ini cara paling tepat adalah melalui pemilihan umum secara

langsung oleh rakyat, sebab Kepala Daerah merupakan bagian dari pemilukada

dan Wakil Kepala Daerah juga bagian dari Kepala Daerah yang dipilih Sepakat

dalam Pemilukada.10

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dewasa ini seakan –

akan dianggap sepele dan terkesan dibiarkan berlarut – larut proses pengisiannya

oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD, seperti

yang terjadi di Kapubaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Jabatan Wakil Bupati

Badung telah kosong sejak 16 Januari 2015 pasca meninggalnya Wakil Bupati H.

Abdul Hamid11 hingga saat ini belum menemukan titik temu penyelesaian

mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil bupati kudus tersebut. Dijelaskan

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) menerangkan

bahwa; Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: a).

Meninggal Dunia b). Permintaan sendiri; atau c). Diberhentikan.

9Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 diletakkan sama-sama dalam
konstruksi Pasal 1 yang menujukkan adanya hubungan tak terpisahkan diantara keduanya. Selain
itu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, keduanya dirumuskan dalam waktu
amandemen yang sama yakni amandemen ke-3 (tiga).

10 Ibramsyah Amirudin. Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Jogjakarta: Laksbank Mediatama, 2008), hlm. 3.

11 Bapak Abdul Hamid meninggal terkena serangan jantung usai latihan Tennis di pabrik
Rokok Noyorono Kudus. Baca  di tribunnews.com/regional/2015/01/16/wakil-bupati-kudus-
meninggal-mendadak-kena-serangan-jantung-usai-bermain-tenis. Diliat pada 30 Desember 2016.
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Wakil Kepala Daerah merupakan pucuk pimpinan Kepala Daerah suatu

wilayah pemerintahan. Sesunggunya Wakil Kepala Daerah punya kedudukan

setara dengan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintihan, terkecuali

dalam penentuan kebijakan.12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

di atas, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Serta

diberikan wewenang dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi Kepala Daerah.

Posisi Wakil Kepala Daerah sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi

Kepala Daerah yang begitu besar, peran dan fungsi Wakil Kepala Daerah sangat

penting dalam pemerintahan lokal. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi

seorang Kepala Daerah yang memimpin di tingkat provinsi dan sekaligus pula

sebagai Wakil pemerintah di tingkat provinsi, keberadaan Wakil Kepala Daerah

sangat diperlukan dan sangat urgen dengan melihat tugas dan fungsi Kepala

Daerah yang memiliki 2 fungsi dan tugas sekaligus serta membutuhkan

perencanaan yang matang serta tindakan yang cepat pula, namun dalam kenyataan

di lapangan tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah tidak terlihat jelas dan tugas

dan fungsi Wakil Kepala derah terkesan kurang berfungsi.13

Pengisian jabatan negara (Staatsorganen, staatsambten) merupakan salah

satu unsur penting dalam hukum tata negara. Logemen membuat tujuh rincian

objek kajian hukum tata Negara, diantaranya (1). Jabatan apakah yang terdapat

dalam susunan ketatanegaraan tertentu; (2). Siapakah yang mengadakan jabatan-

jabatan itu; (3). Bagaimanakah cara melengkapinya dengan pejabat; (4). Apakah

12 Lihat Paragraf 2 tentang Wakil Kepala Daerah UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah daerah.

13 C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1991), hlm. 390.
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tugasnya; (5). Apakah wewenangnya; (6).Perhubungan kekuasaanya satu sama

lain: (7). Dalam batas-batas apakah organisasi negara dan bagian-bagianya

menjalankan tugas dan wewanangya.14 Tanpa diisi dengan pejabat (Ambtsdrager),

Fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaiman mestinya.

Pengisian jabtan tidak hanya sekali dilakukan namun dilaksanakan secara reguler

setiap prieode tertentu untuk memilih pejabat pemimpin Daerah guna menunjang

berjalannya fungsi negara. Tanpa mekanisme yang jelas, pengisian pemangku

jabatan sebagai pelaksana jabatan tidak akan berjalan. Dalam Konsep Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan

Kepala Daerah merupakan bentuk pengisian pejabat negara agar melaksanakan

fungsi pemerintahan Daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat dapat

terlaksana.

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dimaksudkan untuk memilih

pemimpin di level Daerah yang akan menjalankan fungsi pemerintah Daerah.

Setelah Indonesia merdeka pemerintahan Daerah juga sudah diatur dengan

perturan perundang-undangan yaitu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-

Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

14 Sri Soemantri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 2006),
hlm. 174.
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Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya hambatan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil

Kepala Daerah di beberapa Daerah di Indonesia khususnya Di Kabupaten Kudus,

mungkin tidak terlepas dari alasan bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut

tidak bersifat imperative karena dalam Undang – Undang Dasar NKRI 1945 tidak

disebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan seorang Wakil Kepala Daerah.15

Selain itu adanya norma yang kabur atau tidak jelas dalam redaksional Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (6) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah
yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena
meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa
jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan
atau lebih, Kepala Daerah dapat mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil
Kepala Daerah berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai
politik dimana pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna
DPRD”.
Serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

sebagaimana Pasal 131 Ayat (2a) yang berbunyi:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang
berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena
menggantikan Kepala Daerah yang meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6
(enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa
jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, Kepala
Daerah mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah

15 Lihat Pasal 18 ayat UUD tahun 1945. Tidak mengatur adanya tugas Wakil Bupati
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berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD”.
Tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang

berasal dari Partai Politik dan gabungan Partai Politik dalam kontek ini yang

menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini. selain

untuk mengetahui bagaimana seharusnya mekanisme pengisian kekosongan

jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan menurut Peraturan Perundang-Undangan,

juga untuk mengetahui bahwa pengisian kekosongan jabatan tersebut sangat

diperlukan dalam sistem Pemerintahan Daerah. Apabila masalah kekosongan

jabatan ini tidak segara diatasi, maka kemungkinan akan timbul masalah-masalah

baru. Oleh karena  itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sangatlah

dibutuhkan adanya pelaksana tugas sementara untuk mejalankan fungsi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas

masalah mengenai “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten

Kudus Periode 2013-2018 ( Tinjauan Yuridis Atas Pasal 89 Undang-Undang No

23 Tahun 2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menarik

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengisian jabatan Wakil Bupati Kudus sudah sesuai Undang-

Undang yang berlaku?

2. Bagaimana mekanisme pengisian Kekosongan jabatan Wakil Bupati

Kudus menurut undang-undang yang berlaku?
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C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apakah pengisian kekosongan jabatan Wakil bupati

kudus sesuai amanat dalam undang-undang.

b. Untuk Mengetahui mekanisme pengisian Jabatan Wakil Bupati

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan

menjadi dua aspek, yakni:

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat

bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta

menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum

tata negara lebih khusus mengenai masalah Kekosongan Jabatan Wakil

Bupati.

b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi para

pemerintah Daerah, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat

umum untuk melakukan penemuan hukum yang mendukung terjadinya

pemenuhan keadilan bagi masyarakat untuk mengambil langkah dalam

mengatasi kekosongan jabatan publik.
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D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pengisian

Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten  Kudus Periode 2013-2018

(Tinjauan Yuridis Atas Pasal 89 Undang-Undang No 23 Tahun 2014)”. ditemukan

beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan ini sebagai berikut:

Karya pertama adalah Tesis yang disusun oleh Arif Maulana dengan judul

“Tinjauan Konstitusional Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Melalui Pemilihan Umum.” Karya ini diterbitkan di Program Pasca

Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun

2012.16 Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan mekanisme

pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta masalah

konstitusional kedudukan Wakil Kepala Daerah dan persoalan pemaknaan

pemilihan Kepala Daerah secara demokratis.

Karya kedua adalah Makalah yang disusun oleh Tjokorda Alit Budi

Wijaya, I Made Subawa dan Ni Made Ari Yuliartini dengan judul “Pengisian

Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik atau

gabungan Partai Politik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.”

Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali pada tahun

2014.17 Penelitian tersebut membahas mengenai, pengisian kekosongan jabatan

16Arif Maulana, “Tinjauan Tinjauan Konstitusional Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala daerah melalui Pemilihan Umum,”Tesis Program Pascasarjana Hukum Tata Negara
Universitas Indonesia (2012).

17Tjokroda Alit Wijaya dkk., “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah yang
berasal dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik berdasarkan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008” Makalah Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana  Bali
(2014).
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Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

di beberapa Daerah di Indonesia seringkali terkesan dibiarkan berlarut – larut

pengisiannya oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan

DPRD walaupun pada dasarnya aturan mengenai mekanisme pengisian

kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam Undang – Undang

Nomor 12 Tahun 2008 serta didukung oleh beberapa Peraturan Perundang-

Undangan dibawahnya. Serta menjelaskan bagaimana seharusnya mekanisme

pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik atau

gabungan Partai Politik menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Karya ketiga skripsi dissusun oleh Andi Anisa Agung dengan judul

“Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka di

Lingkungan Instansi Pemerintahan).” Karya ini diterbitkan oleh Bagian Hukum

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun

2014.18 Dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana eksistensi mekanisme

pengisian Jabatan Struktural secara terbuka di lingkungan Instansi pemerintahan

dan untuk mengetahui legitimasi pengisian Jabatan Struktural secara terbuka di

lingkungan instansi pemerintahan, di Kabupaten Maros

Karya kempat jurnal disusun Yulia Neta dengan judul “Mekanisme

Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah suatu perbandingan antara Kabupaten

Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah”19 Karya ini diterbitkan .

18 Andi Anisa Agung,“Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara
Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan)”. Skripsi, Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun (2014).

19 Yulia Neta, “Mekanisme pengisian Jabatan Wakil Kepala daerah (suatu Perbandingan
antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah” Jurnal Fiat Justisia, Jurnal
Ilmu Hukum Volume 4 No 3 September-Desember  tahun (2010).
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dibahas dalam penilitian mengenai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

otonomi Daerah, segera mengisi kekosongan jabatan Wakil bupati sesuai

mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya revisi

Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Peluang untuk mengisi posisi Wakil bupati terbuka lebar/ guna kelancaran jalanya

pemerintahan Daerah. Selain itu kekosongan yang berlarut-larut berpotensi

menimbulkan pergesekan, khususnya dikalangan parpol terkait siapa yang akan

mengisi jabatan tersebut.

Pada karya di atas terdapat pembedaan tegas karya tulis dengan karya tulis

sebagaimana penulis. Perbedaannya adalah pada metode dan objek dari penelitian.

Meskipun sama-sama meneliti Kekosongan Jabatan namun penulis lebih

menekankan pada metode peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis

juga menekankan mengenai lamanya pengisian Kekosongan Jabatan.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Indonesia sebagai Negara Hukum secara eksplisit telah dituangkan  pada

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara hukum

dalam arti material yang juga diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (Welfare

State, Welfaarstaaf) atau “Negara Kemakmuran”.20 Jimly Ashiddiqie berpendapat

bahwa dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan

20 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Bandung: FHPM Univ
Padjajaran, 1960), hlm. 21-22.
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panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik

ataupun ekonomi. Karena itu, jargon untuk menyebut prinsip Negara Hukum

adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya

adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak

sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.21 Sedang secara

termiologis Negara Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari

rule of law (bahasa Inggris) dan rechssstaat dalam rumusan bahasa Belanda dan

Jerman.22

Secara umum terdapat 2 (dua) pemikiran besar menyangkut konsep

Negara Hukum. Di konsep Eropa Kontinental dan Anglo Sexon Amerika. Di

Eropa Kontinental pemikiran ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant,

Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah

Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Sexon Amerika,

konsep Negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule

of Law”.23 Menurut Freidrich Julius Stahl, salah satu pemikir sistem Hukum

Eropa Kontinental, memberikan konsep Negara Hukum atau ‘rechtsstaat’ itu

mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.24

21Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” Makalah, hlm. 1.

22Marjanne Termorshuizen, “The Consept Rule of Law,” dalam “JENTERA Jurnal
Hukum”, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, hlm. 78.

23Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Makalah, hlm. 2.

24Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 3.
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Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap

Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan
sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun
pejabat.

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-
keputusan pengadilan.25

Dalam gagasan kehidupan dan kebatinan Indonesia, dijelaskan oleh

Azhary yang berkesimpulan bahwa ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah

unsur-unsur utamanya, yakni :

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan

DPR;
7. Dianutnya sistem MPR.26

2. Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang

ditambah imbuhan–an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi  yang

berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.”27

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu

dan Pangkerego, jabatan adalah:

25Ibid., hlm. 4.

26Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya),
(Depok-Universitas Indonesia: UI Press, 1995), hlm. 143.

27 Poerwasunata, W.J.S Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustakan,
2003)
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”...Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk

ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diWakili

oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan

dengan jelas.”28

Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan

kontinuitas pada suatu jabatan supaya dalam organisasi berfungsi dengan baik.29

Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai Wakil dalam kedudukan demikian dan

berbuat atas nama jabatan, disebutnya pemangku jabatan.30 Apakah pemangku

jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann

menyatakan bahwa “Dalam hal ini perlu ditempatkan figura-subsitu (pengganti)

yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan

pemangku jabatan.”31 Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku

jamak. Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu

kelompok sebagai satu kesatuan.

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik dikemukakan oleh

Logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari Hukum Negara (Staatsrecht)

adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana

akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu

menangani:

28 Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli, Over de
Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948. Tentang teori Suatu Hukum
Tata Negara Positif (jakarta: Ihtiar baru 1975), hlm. 124.

29 Ibid., hlm. 121.

30 Ibid , hlm. 134.

31 Ibid., hlm. 135.
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1. Pembentukkan jabatan-jabatan dan susunannya
2. Penunjukan para pejabat.
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada jabatan.
5. Lingkungan Daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan jabatan
itu meliputinya.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.
7. Peralihan jabatan.
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat32

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang Pegawai  Negeri Sipil dalam susunan sesuatu satuan

organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut strukturil yang

menunjukan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dala

organisasi, seperti Direktur, Sekertaris, dan dapat ditinjau  dari sudut fungsi yang

menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan  dalam suatu organisasi seperti

juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan.33 Pengadaan Jabatan adalah sekumpulan

pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang

lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan

dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat

.

3. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan (legal policy) tentang hukum yang akan

diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.34 Politik

Hukum yaitu, kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang

32 Ibid., hlm. 144.

33Difinisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir. Diakses
http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/difinisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/ pada
Tanggal 10 Januari 2017.

34 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2014). Cet 6, hlm.
4.
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akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di

masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam definisi ini

terdapat penyelenggara, penyelenggara negara adalah pemerintah yang dalam

pengertian luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.35

Pemerintahan atau lembaga negara serta cita-cita suatu negara merupakan

bagian dari studi hukum tata negara. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan politik

hukum dalam pengertian teoritis dan praktis (menyangkut makna dan jiwa sebuah

tata hukum, dan “teknik hukum” yang menyangkut cara membentuk hukum) kini

menjadi kajian dalam disiplin ilmu tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian

hukum tata negara yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven dalam sebuah

tulisan yang berjudul Thorbecke en het Administratief Reacht (1919)36 yang

mengatakan bahwa hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum, yang

mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan

wewenang kepada badan-badan itu, dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah

kepada banyak alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.

Tujuan negara yang dicita-citakan dapat dilihat dalam pembukaan UUD

1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apa yang terdapat dalam pembukaan itu

kemudian dijabarkan lebih rinci pada Pasal-Pasal UUD 1945 tersebut, dan kata-

kata yang tepat dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan

35 Ibid., hlm. 7.

36 Ibid., hlm. 9.
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yang lain yang ada dibawahnya.37 Moh. Mahfud, menjelaskan bahwa Politik

Hukum merupakan kebijaksanaan hukum (legal policy) yang hendak/ telah

dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang dalam

implementasinya melalui :

a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuat hukum dan

pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing dan

atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan (ius constituendum)

hukum yang diperlukan.

b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan

fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. Dari

berbagai definisi politik hukum tersebut maka dapat ditarik beberapa

unsur-unsur dari politik hukum yakni: Rangkaian konsep, asas,

kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara

mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum

dan politik penerapan serta penegakan hukum menyangkut fungsi

lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah,

bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

c. Untuk mencapai suatu tujuan sosial dari unsur-unsur tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum

adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan

kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan

37 Ibid., hlm. 21.
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hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta

penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para

penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum

yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai

arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai suatu

tujuan sosial. Sehingga politik hukum berdimensi ius constitutum dan

berdimensi ius constituendum.38

4. Kewenangan

Teori kewenangan terdiri dari 3 hal ketatanegaraan dikenal jenis

pelimpahan wewenang yaitu (1) Atribusi, (2) Delegasi dan (3) Mandat. Atribusi

Dalam Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia dikatakan atribusi (attributie)

bermakna pembagian (kekuasaan), seperti kata attribute van rechtsmacht

mengandung arti pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (absolute

competentie atau kewenangan mutlak lawan dari distributie van

rechtmacht).39Substansi atribusi adalah menciptakan suatu istilah teori

kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “authority of theory”

(dalam bahasa Belanda “theorie van hetgezag”, dalam bahasa Jerman “theorie

der autoritat”). HD. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HR, menyatakan

pengertian kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum

38 Ibid., hlm. 130-131.

39 N.E. Algra., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia (Jakarta:
Binacipta, 1983), hlm. 38.
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publik di dalam hubungan hukum publik.”40 Dua unsur yang terkandung dalam

pengertian konsep kewenangan tersebut adalah adanya “aturan hukum” dan “sifat

hubungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, Pelimpahan wewenang pemerintahan

melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Delegasi harus bersifat definitif, delegans tidak dapat lagi menggunakan

wewenang yang telah dilimpahkan.

2. Delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam

peraturan perundang-undangan.

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki

kepegawaian tidak diperkenankan adaya delegasi.

4. Kewajiban memberikan keterangan (Penjelasan). Artinya delegasi

berwewang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang

tersebut.

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), arinya delegasu memberikan instruksi

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang.41

Sedangkan Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang

banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kepada seseorang (beberapa orang) untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan kehendaknya dan dipertanggung jawabkan.42.

40H Salim, dan Nurbadi,ES, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Desertasi,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 183.

41 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 107.

42 Ibid., hlm. 109.
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F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis

dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis bearti sesuai dengan metode atau cara tertentu;  Sistematis adalah

berdasarkan suatau ssitem, sedangkan konsisten berarti tidaknya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.43 Jadi, inti dari metode penelitian

dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu

penelitian hukum itu dilakukan.44 Agar mempermudah dalam mengarahkan

metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun

menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian

lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan suatu

penilitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan.45

2. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, Jenis pendekatan yang digunakan oleh

penulis adalah Yuridis Empiris yaitu suatu penilitian yang secara deduktif dimulai

analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undang yang mengatur

terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksdunya

penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data

43 Soerjono Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 42.

44BambangWaluyo, PenelitiandalamPraktik, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hlm. 17.

45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta. 1998), hlm. 11.
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sekunder. Sedangkan bersifat Empiris maksudnya penelitian hukum yang

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan Langsung tentang hubungan anatara

satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Tata Pemerintahan Kab Kudus

dan DPRD Kab Kudus sebagai objek penelitian.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan

kebiasaan yang ada dalam masyarakat.46 Selanjutnya dilakukan analisis terhadap

pokok masalah yang ditentukan.

5. Data dan Bahan

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu :

a. Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara

khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun sumber data

primer dari penelitian ini meliputi wawancara langsung ke pemerintah Kabupaten

Kudus dan DPRD Kab Kudus serta Undang-undang berupa : Undang-undang

dasar 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23

tahun 2014, Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

46 Kontrajaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.
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Pengganti. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomer 49

tahun 2008.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penyelidik sendiri walaupun yang

dikumpulkan itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu

perlu diteliti keasliannya.47 Sumber data sekunder adalah berupa teks hukum

berupa buku, jurnal, laporan penelitian dan segala hal yang mendukung penelitian

ini.

G. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusun menggunakan analisa

data deksripsi analitik, yaitu suatau usaha untuk mengumpulkan data menyusun

data, selanjutnya penyusu melakukan analisis terhadap data yang didapat.48

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika pembahasan dalam penelitian dan

tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

47Winarno Surakhman, Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik, (Bandung
:Tarsito. 1998), hlm. 63.

48 Ibid., hlm. 139.
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sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan

dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi uraian mengenai teori Tinjauan tentang Pemerintahan

Daerah. Dengan Sub Bab, Pengertian Pemerintahan dan Negara Kesatuan, asas-

asas  Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Politik Hukum dalam Pemerintahan

daerah, Pengertian Wakil Kepala Daerah dan Tugas serta fungsi Wakil Kepala

Daerah.

Bab ketiga, berisikan Penggambaran secara lebih komprehensif mengenai

gambaran Umum Kabupaten Kudus. Dengan Sub Bab Sejarah, Letak geografis,

Visi Misi, Motto, Struktur dan Bupati dari Masa Ke massa.

Bab keempat, berisi analisis data mengenai mekanisme pengisian

Kekosongan jabatan Wakil Bupati Kudus menurut undang-undang yang berlaku

dan pentingnya Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan

untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan

dalam penyusunan skripsi.



65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa tata cara pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah di kabupaten

Kudus tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan dimana dalam hal

ini jika kita melihat konteks isi dari Peraturan Pemerintah No.49 tahun

2008 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil gubernur,

Wakil bupati dan Wakil walikota, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati

mengabaikan waktu 60 hari yang diberikan untuk pengusulan calon Wakil

Kepala Daerahnya kepada DPRD hingga kini jabatan Wakil Kepala

Daerah Kab Kudus masih Kosong. Dari pihak Pemerintah dan DPRD

membiarkan kekosongan itu dengan dalih karena dari partai pengusung

tidak mengajukan calon Wakil bupati yang nantinya akan dipilih melalui

rapat paripurna DRPRD bersama Buapti Kudus

2. Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam peraturan perundang-undangan

memperoleh legitimasi hukum dari Undang-Undang tentang Pemerintahan

Daerah, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945

bukan berarti inkonstitusional. Dalam Undang–Undang pemerintahan

Daerah No. 23 Tahun 2014 kedudukan Wakil Kepala Daerah diatur dalam

Pasal 66.
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B. Saran

Adapun saran penulis terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji

antara lain adalah :

1. Seyogyanya Pihak Pemerintah dan DPRD mengambil langkah-langkah

yang kongkrit untuk mengisi jabatan Wakil Kepala Daerah sesuai undang-

undang dan peraturan tentang tata cara pengisian Wakil buapti, guna

membawa pemerintahan yang good goverment.

2. Memperkuat kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas

dan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan Daerah, serta

hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-

Undang Pemerintahan Daerah. Jika dalam Pasal 66 UU No. 23 Tahun

2014 hanya menyebutkan tentang tugas-tugas Wakil Kepala Daerah maka

kedepannya perlu dicantumkan mengenai wewenang yang boleh dilakukan

oleh Wakil Kepala Daerah terutama dalam hal pengambilan suatu

kebijakan sebagaimana wewenang Kepala Daerah yang dicantumkan

dalam Undang-Undang. Dengan prinsip pembagian tugas dan wewenang,

kewajiban dan tanggungjawab antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah harus ditetapkan secara tegas dan limitatif dalam Undang-Undang

atau Peraturan Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga konflik tidak mudah tersulut,

dan dalam pertanggungjawaban Wakil Kepala Daerah kinerja Wakil

Kepala Daerah mulai bisa diukur sukses atau tidaknya. Dengan demikian

adanya pedoman yang jelas bagi kedua belah pihak.
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
PEMBUKAAN  

 
(Preambule) 

      
           Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di 

atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. 
 
     Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia 
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara 
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
 
     Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya 
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.  
 
     Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.  

 
 

UNDANG-UNDANG DASAR 
 

BAB  I 
 

BENTUK DAN KEDAULATAN 
 

Pasal  1  
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***) 
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)  

 
 

BAB  II 
 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 

Pasal  2  
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota 

Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang.****) 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.  
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.  

 
Pasal  3 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***) 
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****) 
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)  
 

 
BAB  III 

 
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

 
Pasal  4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.  
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Pasal 14 

 
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.*) 
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat.*) 
 

Pasal 15 
      Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-
undang.*) 
 

Pasal l6 
      Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat  dan pertimbangan 
kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****) 
 
 
 

BAB IV 
 

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
Dihapus****) 

 
 

BAB  V 
 

KEMENTERIAN NEGARA 
 

Pasal 17 
 

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*) 
(3) Setiap menteri  membidangi  urusan tertentu dalam pemerintahan.*) 
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***) 

 
 

BAB  VI 
 

PEMERINTAH DAERAH 
 

Pasal 18 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**  )  

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** ) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**) 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) 

(7) Susunan  dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** ) 
 

Pasal 18A 
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan 

kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah.**) 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang.** ) 

 
Pasal 18B 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang    bersifat    khusus   
atau    bersifat   istimewa   yang   diatur dengan undang-undang.**) 
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Pasal 35 

     Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. 
 

Pasal 36 
     Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

 
Pasal 36A 

     Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.** 
Pasal 36B 

     Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 
Pasal 36C 

     Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur 
dengan undang-undang.**) 

 
 

BAB XVI 
 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 
 

Pasal 37 
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.****) 

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan 
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)  

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** ) 

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.****) 

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )   
 

ATURAN PERALIHAN 
 

Pasal I 
     Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini.****)  

 
Pasal II 

     Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan 
Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** ) 

 
Pasal III 

     Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala 
kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** ) 

 
ATURAN TAMBAHAN 

 
Pasal I 

     Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** ) 

 
Pasal II 

     Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****) 

 
     Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** ) 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tangal 10 Agustus 2002. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 49 TAHUN 2008 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, 

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, berimplikasi pada pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan 
penyusunan daftar pemilih; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

 
Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4719); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, 
PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH 
DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 
 

 
 
 
 



27. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), 
dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 98 

(1) Dalam hal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 
berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 
calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan 
pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan 
wakil kepala daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan 
berhalangan tetap. 

(1a) Dalam hal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 
yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon 
yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPUD kepada 
DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap. 

(2) Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), dilaksanakan dalam rapat paripurna 
DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari 
jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan 
peraturan tata tertib DPRD. 

(3) Hasil pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD 
dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
bagi calon gubernur/wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui gubernur bagi pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan 
calon walikota/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik 
menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. 

 
28. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 131 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), 

ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 131 
(1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan kepala 
daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya 
dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna 
DPRD dan disahkan oleh Presiden. 

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan 
belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala 
daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam 
pemilihan. 

(2a)  Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari 
partai politik atau gabungan partai politik karena menggantikan kepala 
daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus 
dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan 
belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil 
kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik 
yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. 

 
 
 
 
 



(2b) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari 
calon perseorangan karena menggantikan kepala daerah yang meninggal 
dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya 
selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan 
masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala 
daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih 
oleh rapat paripurna DPRD. 

(2c) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari 
partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) 
bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya 
masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 
2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau 
gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna 
DPRD. 

(2d) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari 
calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-
menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 
(delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang 
calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. 

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau 
diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna 
DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) 
bulan, terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. 

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah 
melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden 
mengangkat penjabat kepala daerah. 

 
29. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 132A 

yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 132A 
(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau 
yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena 
mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala 
daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil 
kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri 
untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah dilarang:  
a. melakukan mutasi pegawai; 
b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya 

dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang 
dikeluarkan pejabat sebelumnya; 

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan 
kebijakan pejabat sebelumnya; dan 

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 

 
 
 
 



30. Ketentuan Pasal 146 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat 
(3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) dihapus 
sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 146 

(1) Dihapus. 
(2) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan 
bulan Juli 2009 diselenggarakan paling lambat pada bulan Oktober 2008 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. 

(2a) Dalam hal penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), DPRD memberitahukan secara tertulis kepada KPUD dan kepala 
daerah mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. 

(2b) Dalam hal terjadi pemilihan kepala daerah putaran kedua, pemungutan suara 
diselenggarakan paling lambat pada bulan Desember 2008. 

(3) Dihapus. 
 

31. Ketentuan Pasal 148 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) 
sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 148 
(1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama 
yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2008 sampai dengan Juli 2009 
dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama. 

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama 
yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari 
setelah bulan Juli 2009, diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama. 

 
Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juli 2008 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juli 2008 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

ANDI MATTALATTA 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 92 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan 
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan 
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah 
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi 
daerah sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, ditetapkan 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Mengingat: 

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, 
Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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Paragraf Ketiga 

Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

Pasal 28 

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: 

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota 
keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan 
sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan 
masyarakat lain; 

b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau 
dalam yayasan bidang apapun; 

c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan; 

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak 
lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 

e. menjadi advokat atau kuasa, hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf f; 

f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; 

g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana 
yang ditetapkan dalam,peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf Keempat 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

Pasal 29 

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diberhentikan karena: 

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 
berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; 

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah; 

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; 

f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 

(3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1.) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan 
DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. 

(4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden 
berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau 
tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah; 
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b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat 
Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari 
jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir; 

c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD 
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima 
Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final; 

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan 
kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan. 
diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 
anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden; 

e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul 
tersebut. 

 

Pasal 30 

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa 
melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan 
pengadilan; 

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui 
usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada, ayat 
(1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 31 

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa 
ro2talui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana 
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. 

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui 
usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat 
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 32 

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan 
publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung 
jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya. 

(2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 
mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk 
melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 

(3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
DPRD menyerahkan proses, penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan 
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih 
berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara 
dengan keputusan DPRD. 
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(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara 
bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan 
KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling 
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. 

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil. kepala daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah 
sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah. 

(5) Tata cara pengisian kekosongan persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Paragraf Kelima 

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

Pasal 36 

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. 

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh 
Presiden dalam waktu. paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya 
permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. 

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau 

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, 
atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 

(5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib 
dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) 
jam. 

 

Paragraf Keenam 

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

 

Pasal 37 

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah 
provinsi yang bersangkutan. 

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab 
kepada Presiden. 

 

Pasal 38 

(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan 
wewenang: 

a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota; 

c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di 
daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

(2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada,ayat (1) 
dibebankan kepada APBN. 

(3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
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(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Kelima 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 

Paragraf Kesatu 

Umum 

 

Pasal 39 

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang, ini berlaku ketentuan 
Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

 

Paragraf Kedua 

Kedudukan dan Fungsi 

 

Pasal 40 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

  

Pasal 41 

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

 

Paragraf Ketiga 

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 42 

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan 
bersama; 

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala 
daerah; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-
undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 
dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di 
daerah; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah 
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; 

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala 
daerah; 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap 
rencana perjanjian internasional di daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 
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KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 231 

Pada saat berlakunya undang-undang, ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus, 
daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 232 

(1) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat 
diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 
kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh 
persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan. 

  

Pasal 233 

(1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 
2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005. 

(2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan 
bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008. 

 

Pasal 234 

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan Juni 
2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.  

(2) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, 
menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya. 

(3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD. 

 

Pasal 235 

Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa 
jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai 
dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama. 

 

Pasal 236 

(1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini 
tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. 

(2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini 
menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini`sampai habis masa 
jabatannya. 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 237 

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah 
otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. 
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Pasal 238 

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah 
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan 
tetap berlaku. 

(2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) 
tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. 

 

Pasal 239 

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 240 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 15 Oktober 2004 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

  

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 15 Oktober 2004 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

BAMBANG KESOWO 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 125 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, 
potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan 
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga 
perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 
Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
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Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun 
terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali 
masa jabatan.

Pasal 61

(1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu 
oleh pejabat yang melantik.

(2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

Pasal 62

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang.

Paragraf 2

Wakil Kepala Daerah

Pasal 63

(1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.

(2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, 
untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

Pasal 64

(1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang 
dipandu oleh pejabat yang melantik.

(2) Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala 
daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan 
selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 65

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:
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a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang 
RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
untuk dibahas bersama;

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk 
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah 
dan/atau masyarakat;

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau 
berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

(5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil 
kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan 
sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala 
daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 66

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan 
hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
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4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan 
Daerah;

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan 
atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan 
tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan 
keputusan kepala daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah 
bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional; dan

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Pasal 68

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh 
Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-
turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara 
selama 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang 
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 69

(1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib 
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan 
pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 70

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

(2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh 
Pemerintah Pusat.

(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan 
pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah.

(7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 71

(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas 
oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 72

Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat 
bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 73

(1) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri 
untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-
turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus 
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya 
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dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

(3) Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), DPRD provinsi dapat 
menggunakan hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan hak 
interpelasi kepada bupati/wali kota.

(4) Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak diterima, DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD kabupaten/kota 
melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi 
teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi 
teguran tertulis kepada bupati/wali kota.

(6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan 
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman 
bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan 
oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan 
pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) 
diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 75

(1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil 
kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan 
tunjangan lain.

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak 
mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan 
tunjangan istri/suami.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 4

Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 76

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, 
golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat 
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atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus 
yayasan bidang apa pun;

d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang 
dipimpin;

e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak 
lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;

g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan

j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut 
dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin 
gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf j jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.

Pasal 77

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta 
maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden 
untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 
3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati 
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 
(tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur 
dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau 
wakil wali kota.

(4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-
turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti 
program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

(5) Dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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Pasal 78

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut 
selama 6 (enam) bulan;

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 huruf b;

e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;

f. melakukan perbuatan tercela;

g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan 
kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang 
menerbitkan dokumen; dan/atau

i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 79

(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 
(1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat 
paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau 
wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati 
dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan 
pemberhentian.

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil 
gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau 
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 
memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 80

(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 
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(2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk 
gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau 
wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD 
bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, 
tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i , huruf j , 
dan/atau melakukan perbuatan tercela;

b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD 
yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil 
dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 
(tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat 
final;

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil 
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi 
kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali 
huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan 
usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri 
untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;

e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) 
Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan

f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota 
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari 
pimpinan DPRD.

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak 
diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau 
wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali 
kota dan/atau wakil wali kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 81

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), 
Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:

a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 huruf b;

c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; 
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dan/atau

d. melakukan perbuatan tercela.

(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan 
pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada 
Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah.

(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti 
melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan 
pemerintah.

Pasal 82

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau 
keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah 
berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.

(2) Dalam hal hasil penyelidikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan 
pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang 
berwenang menerbitkan dokumen tersebut, DPRD provinsi mengusulkan pemberhentian gubernur 
dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri serta DPRD kabupaten/kota mengusulkan 
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota kepada Menteri 
melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Berdasarkan usulan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberhentikan 
gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD 
provinsi.

(4) Berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 
memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 
(tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota.

(5) Dalam hal DPRD tidak melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat 
melakukan klarifikasi kepada DPRD bersangkutan.

(6) Apabila DPRD dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilakukan klarifikasi tetap tidak melakukan 
penyelidikan, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala 
daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai 
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari 
lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau 
wakil gubernur serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil 
wali kota.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam peraturan pemerintah.
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Pasal 83

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena 
didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, 
dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri 
untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau 
wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali 
kota.

Pasal 84

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan 
putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan 
pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan 
Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang 
bersangkutan.

(2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri 
memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri 
merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 85

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang 
meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan 
kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapinya.

(2) Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD 
membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat 
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil 
kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat 
gubernur atas usul Menteri.

(3) Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri 
menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) , 
tugas wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri 
menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan 
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 87

(1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

(2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan 
bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala 
daerah.

Pasal 88

(1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, 
wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya gubernur atau sampai 
dengan diangkatnya penjabat gubernur.

(2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum 
dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan 
dilantiknya bupati/wali kota atau sampai diangkatnya penjabat bupati/wali kota.

Pasal 89

Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 
(4), pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pemilihan kepala daerah.
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Paragraf 6

Tindakan Penyidikan

Pasal 90

(1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur 
memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota 
dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan 
yang dilanjutkan dengan penahanan.

(3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah 
melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(4) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 
dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri 
untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu 2 
(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.

Paragraf 7

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pasal 91

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, 
Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah 
kabupaten/kota;

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;

c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, 
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan 
retribusi daerah;

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
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mempunyai wewenang:

a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah;

c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah 
provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota 
di wilayahnya;

d. melantik bupati/wali kota;

e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan 
Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi 
Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang 
ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal 
yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh 
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN.

(6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

(7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada wakil 
gubernur.

(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 92

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan 
wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
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penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 409

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan

d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 410

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 411

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
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Pada Tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244
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Curriculum Vitae

Nama : Muhammad Nailul Falah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat,Tanggal Lahir : Kudus, 12 Juni 1995

Kewarganegaraan :Indonesia

Agama :Islam

Alamat :Gg Anggrek 02/04 Kalilopo Klumpit Gebog
Kudus

Mobile Phone : 085727255808

Email : teevalah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MI NU Miftahul Huda 01 Karangmalang

SMP : MTs NU TBS Kudus

SMA : MA NU TBS Kudus

Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non Formal : Komplek T Pondok Pesantren Al
Munawwir Krapyak Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Ahmadi,. S. Pd.I

Ibu : Siti Malichah

Pengalaman Organisasi

1. Sekjen Keluarga Kudus Yogyakarta 2014-2016

2. Sekjen HMPS Ilmu Hukum 2016-2017

3. Wakil Ketua PC IPNU Kota Yogyakarta 2016-2018

4. Pengurus Rayon PMII Ashram Bangsa

5. Pengurus Komisariat PMII Pondok Sahabat
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